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ABSTRAK

Visum et Repertum (Visum Et Repertum) adalah keterangan tertulis yang
dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil
pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam
kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan
keilmuannya dan dibawah sumpah unutk kepentiigan peradilan. Visum et
Repertum merupakan alat bukti.yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP
dan masuk dalam kategori bukti surat.

Rumusan masalah dalam penclitian ini adalah tentang bagaimana kekuatan
Pembuktian Visum et Repertum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi K asus Putusan/Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum) dan
Kendala Dalam Pembuktian “Visum et Repertum(Studi Kasus Putusan Nomor
384/Pid.B/2020/PN. Durn)

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode peneltian
normatif. Penulis akan menganila putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor
:384/Pid.B/2020/PN.Dum.

Visum et R Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh
seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan
ditemukan dari objek yang diperiksanya berdasarkan keilmuwan dan intelektual
yang sebenar-benarnya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk
kepentingan peradilan atau justiti. Adanya Visum et Repertum sangatlah penting
karena menjadi bukti serta pertimbangan yang kuat dalam mengungkap sebuah
tindak pidana yang dialami oleh seseorang. Mengenai hal tersebut telah
dicantumkan dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184
ayat 1. Selanjutnya Visum et-Repertum tidak sekedar bukti surat melainkan sudah
menjadi keterangan ahli karena<visum[-dibuat- oleh dokter.yang sudah punya
keahlian serta memiliki legalitas yang sah.

Kata Kunci : Visum Et Repertum, Penganiayaan, Pembuktian
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ABSTRACT
Visum et Repertum (Visum Et Repertum) is a written statement made by a
doctor at the request of an authorized investigator regarding the results of medical
examinations of humans, both in living conditions and in a dead condition or parts
of the suspected part of the human body, based on his knowledge and under oath
for judicial purposes. is a valid evidence tool based on article
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BAB I

PENDAHULUAN
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dilaksanakan apabila ada ¢ . a telah melanggar larangan

tersebut.(Moeljatno, 20

Hukum pidana terbagi dalam dua bentuk. Hukum pidana materil adalah
hukum pidana yang merupakan isi atau aturan-aturan yang terkandung dalam
KUHP. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang berfungsi sebagai

pelaksana dari hukum pidana materil tersebut (KUHAP).
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Hukum pidana formil merupakan bagian yang sangat penting dalam

menegakkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana materil. Atau dengan kata

lain seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus

1.

. Keterangan terdakwa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Mengenai keterangan saksi ini terdapat pada pasal 185 KUHAP ayat 1
yang dimana disebutkan bahwa keterangan saksi ini sebagai salah satu
bukti yang sangat kuat. Maksudnya ialah apa yang saksi nyatakan

dihadapan pengadilan dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh
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dari orang lain. Dan dinyatakan pula pada pasal 185 KUHAP ayat 1 ini
disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam

perkara pidana yang berupa keterangan ataupun sebuah pengetahuan

keterangan ini

evidence tidak

. Mengenai surat terdapat pada pasal 187 KUHAP yang menyatakan
bahwa surat ialah salah satu bukti. Didalam pasal 187 KUHAP, surat
dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dimana dibuat
oleh para pejabat umum yang berwenang, yang memuat adanya

keterangan tentang kejadian ataupun keadaan yang didengar oleh
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seseorang, baik dilihat secara laangsung atau tidak langsung, yang

disertai dengan alasan tentang keterangan itu.

. Surat yang dibuat menurut peraturan dari Undang-Undang ataupun

i tanggung

tian suatu

suatu perbutan pidana daan siapa pelakunya.

b. Sebagaimana yaang dimaksud pada pasal 1 ini, dapat diperoleh:
1) adanya keterangan saksi didalamnya
2) adanya suatu surat

3) adanya keterangan terdakwa didalamnya
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c. Penilaian atas sebuah kekuatan pembuktiaan ini dari suatu
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu yang dilakukan oleh

para hakim dengan arif dan bijaksana setelah diadakannya

kepadanya.

c. Keterangan terdakwa hanyalah dapat dipergunkan terhadap si

terdakwa sendiri.

d. Keterangan terdakwa saja tidak dapat cukup untuk dapat

memberikan pembuktian bahwa ia bersalah dengan melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dapat

disertai dengan berbagai alat bukti yang lain juga.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHAP dan Pasal 187 KUHAP, maka
visum et repertum sebagai bagaian dari alat bukti berada pada dua sisi fungsinya

sebagai alat bukti. Pertama, visum et repertum dapat menjadi alat bukti surat yang

bersumber dari k aan_ahli. Ked isum dapat menjadi

‘ "‘““‘ .0 $ ‘ memberikan
f-

diteliti pada perkara No. 384 tsb)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas
lebih lanjut dalam bentuk suatu skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap
Kekuatan Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi

Kasus Perkara No. 384/Pid.B/2020/PN DUM)”
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan

masalah adalah sebagai

2. Umtuk mengetahui kendala dalam pembuktian visum et repertum (studi

kasus putusan nomor 384/pid.b/2020/pn dum)

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis:
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Adapun manfaat secara teoritis ialah untuk memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan

hukum pidana pada khususnya. Dan memperkaya referensi dan literatur

penulis dalam mene y an masukan dan

tambahan il

menggunakan beberapa teori sebage au pembedah. Teori yang digunakan

penulis yaitu sebagai berikut :

a. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar
Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa

atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan
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untuk membuktiakan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.(Bahasa,

2008, hal. 229)

Berikut beberapa parasahli yang memberikan pendapatny terkait dengan arti

ALV AENE

memperoleh keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran
dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga
dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar

kepastian untuk menjaatuhkan keputusan/vonis.(R. Subekti, 2008, hal. 1)

b. Teori Tindak Pidana



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu strafbaar atau delict, kata strafbaar ini memiliki tiga suku kata,

yaitu: straf yang dapat diartikan sebagai hukum pidana dan hukum, baar yang

tertentu bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut. (Ismu Gunadi,

S.H., CN., M.M. & Jonaedi Efendi, S.H.I.,.M .H., 2019, hal. 35)

Perumusan starfbaaar feit ialah suatu perbuataan yang dilarang oleh
undang-undang ataupun yang diancam dengan hukum. Moeljatno pun
mengatakan bahwa pengertian dari perbuatan pidana ialah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dimana

10
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akan terdapat sanksi yang berupa pidana bagi seorang pelaku yang telah

melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.(Moeljatno, 2013, hal. 59)

Unsur-unsur darixTindak pidana ini terbagi jadi 2 macam, yaitu:

te)

can adanya
itu, mungkin

ut.

uatu perbuatan itu

., MM. & Jonaedi

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana ini menurut para ahli pakar hukum

pidana yang tertuang didalam buku Roeslan Saleh ialah:

1. Moeljatno
Unusur tindak pidana ini terdiri dari unsur perbuatan, yang dilarang (oleh
aturan hukum), serta ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan

tersebut).

11
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2. Vos
Unsur tindak pidana menurut beliau ialah kelakuan manusia yang dimana

aakan diancam oleh pidana, dalaam suatu peraturan Perundang-undangan.

kata dari

akibat dari
asa Indonesia
(KBBI) ia penyiksaan,
penindasan, yang ana di kan secara sa dan dilakukan

dengan per n sendiri ialah

melakukan g menganiaya.
Penganiayaa: perlakuan yang
dilakukan sewens ip, ‘melak : , ataupun

tidak enak, yang menimbulkan adanyaa rasa sakit serta menimbulkan bekas luka.

Jadi, pengertian dari penganiayaan ini ialah

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan)

dapat dibedakan menjadi kima macam, yaitu:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

12
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had

Penganiayaan Berecana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

. Pengiayaaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

suatu istialh
¢ yang biasanya
ri bahasa latin
rti etimonologi

rti tanda untuk

ditemukannya.(H. M. Soedjatmiko, 2001, hal. 1)

Bentuk bantuan dari ahli kedokteran kehakiman ini ialah untuk
dapat memberikan pada saat terjadinya suatu tindak pidana yang
dimana menjelaskan adanya tempat dari kejadian suatu perkara serta
harus dilakukannya pemeriksaan korban yang dimana kondisi

sikorban baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal

13
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dunia, dan harus disertai dengan adanya barang bukti yang dimana
dengan adanya barang bukti ini akan diterangkan dan diberikan

hasilnya dalam bentuk tertulis dan bentuk suratnya biasa dikenal

Ilmu Kedokteran

pengertian dari hadap ialah “sisi atau bidang sebelah muka, arah ke
(terutama tentang sesuatu yang tidak bergerak)”.(Desi Anwar,
2015, hal. 159)

c. Kekuaatan, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
tidak terdapat adanya pengertian khusus dari kekuatan, akan tetapi

pengertian dari kuat ialah “banyak tenaganya, gayanya, jayanya,

14
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tidak lemah, tidak lembek, kokoh, teguh, tahan, awet tidak rapuh,

tidak mudah rusak, patah, putus”.(Desi Anwar, 2015, hal. 250)

. Alat, pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah

hidup, mayat dan sebagainya untuk keperluan pengadilan”.(Desi

Anwar, 2015, hal. 616)

. Dalam, kata dalam yang terdapat di Kamus Besar Bahasa

Indonesia terbagi menjadi 3 macam,yakni:
-) dalam ialah “jauh dibawah, jeluk, tidak ceper, jauh jarak dari

permukaan, mengandung arti, lawan luar, lingkungan atau daerah

15
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negeri sendiri, mendalami, meresapi, pendalaman daerah yang jauh

dari pantai : kedalaman: dalamnya : kata perangkai; paham benar-

benar (tentang ilmu pengetahuan dsb); sampai kelubuk hati; betul-

tempat yang
kebalikan dari

dalam jangka

berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; kategori gramatikal
dari nomina, frase nominal, pronomina, kata adjektiva yang
menunjukkan hubungannya dengan kata lain daalam konstruksi
sintaktis; hubungan antara argumen dan prediktor dalam suatu

proposisi (dalam teori kasus)”.(Desi Anwar, 2015, hal. 224)

16
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i. Perkara, ialah suatu hal, urusan yanyg harus dikerjakan,dsb; pokok
sesuatu pembicaraan, persoalan, perselisihan,dsb; peristiwa,

kejadian; perbuatan, pelanggaran kejahatan, perselisihan; tentang

upaya untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan, memeriksa secara
rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah,
suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus
ditempuh untuk bisa sampai pada suatu kebenaran.

Metodologi peneelitian ini pun berasal dari kata “Metode” yang memiliki

arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu;dan “Logos” yang memiliki

17
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arti ilmu ataupun sebuah pengetahuan. Jadi, metodologi artinya ialah cara

melakukan sesuaatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

bisa mencapai suatu tujuan.

y /

| =4

.. & S % embangkan prinsip-prinsip
e

umum. (Suteki, S.H., M. ang Taufani, S.H., M.H., 2018, hal.

125-126)

a. jenis penelitian dan sifat penelitian.

Merujuk dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum sosiologis
yakni menggunakan alat survei, yakni penelitian secara langsung (observasion

research) yakni menggunakan alat, survey, yakni penelitian secara langsung pada

18
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putusan Studi Kasus Perkara Nomor.384/Pid.B/2020/PN Dum). Langkahnya
dengan mewawancarai pihak terkait dalam hal ini jaksa dan doketer di bagian

forensik.

populasi riset

yang ber y ; ej egeri Dumai.

sampel penulis dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu
menetapkan sampel yang akan mewakili jumlah populasi dan didapat diketahui

dengan tabel dibawah ini.

No Jenis Populasi Jumlah Jumlah Persentase

Populasi Sampel

19
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Jaksa 1 1 100%

Dokter Forensik 1 1 100%

permaasalahan yang sedang diteliti.

. Analisa Data

Setelah data digabungkaan dari alat pengumpul data (wawancara) maka
data ini dapat diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, setelah itu

diolah dan disajikan. Data wawancaraa ini kemudian akan diuraiakn dalam

20
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bentuk kalimat. Setalah itu akan dibandingkan dengan teori, pendapat
sarjana dalam Undang-Undang.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

enulis menggunakan

‘ ‘!E!“\ .Q % es pikirnya

21
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BABII

TINJAUAN UMUM

etimologi atau t ahasa ! i hat yang artinya
penandatangane ; ) i tentar e aliyang ditemukan,
disetujui da : sedangkan kata “‘Repert: unyai pengertian
melapor. Se

dilihat.

Dokter sepanjang pengetahuannya -baiknya. (Njowito Hamdani, Ilmu

Kedokteran Kehakiman, 1998, hal. 8)

Selanjutnya menurut Sotedjo Martodidjojo Visum et Repertum adalah
keterangan yang biasanya dibuat oleh para ahli kedokteran dengan dasar sumpah
jabatan yang isinya menguraikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan-

kesimpulan terhadap :

22
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a) Seorang mayat

b) Seorang penderita luka parah

c) Seorang penderita luka dengan akibat menjadi sakit

b) Datanya harus dari seorang dokter atau ahlis kedokteran yang telah
lebih dulu disumpah

c) Bahwa Visum et Repertum berfungsi untuk kepentingan justiti.

Dalam surat keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 tahun 1983
pada pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman

disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat seorang dokter yang dituangkan

23
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dalam sebuah Visum et Repertum sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam
membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Mengingat tugas hakim

dalam sebuah peradilan tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan

any

1a, khususnya
et Repertum.
m et Repertum

entun tersebut

LCUELRY

2. Jenis-Jenis Visum et Repertun

Visum et Repertum memiliki beberapa jenis yaitu bedasarkan sifatnya
kemudian berdasarkan pemeriksaan dokter (ahli). Visum et Repertum menurut
sifatnya antara lain, Visum et Repertum lengkap, Visum et Repertum sementara,
Visum et Repertum lanjutan. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahali yaitu,

Visum et Repertum bagian luka yang juga termasuk bagian keracunan, Visum et

24
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Repertum masalah kejahatan kesusilaan, Visum et Repertum tentang mayat atau
jenazah, Visum et Repertum dan Visum et Repertum psiakiatrik. Merujuk pada

Visum et Repertum pada pertama dengan ketiga merupakan Visum et Repertum

lengkap dan de ade ; aﬂ ibuat terhadap

korban yan : S varat dirum! a-lukanya karena

e )
*S‘.“
PN

paksa, atau meni

Terkait korban ataupun pasien yang diduga merupakan korban dari suatu
tindak pidana walaupun belum ada permintaan dari pihak penegak hukum namun
Dokter yang memeriksa menangani jenazah tersebut harus membuat catatan
mendis berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut

kemudian dapatlah dijadikan sebuah Visum et Repertum. Biasanya korban yang

mengalami luka ringan dari suatu tindak pidana mendatangi dokter terlebih dahulu
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selanjutnya akan mendatangi penyidik untuk membuat laporang tentang tindak

pidana yang dialaminya.

b) Visum et Repertum Korban Kejahatan Susila

persetubuhan ya erjadi. S itu jug emeriksa tentang
penyakit lain ya ' ri etubuhan se an dan kelainanan

psikiatri.

Menarikn

B\
=
E-
=
]

<>
o>

persetubuhan,

kekerasan. Selanju

)
2.
o,
1)
=
[
~
=
<
)
—
&
=
[oN
&

tanda perlawanan berupa da ada  kor Dokter wajib mencari identitas

pelaku melalui pemeriksaan golongan darah serta DNA dari benda-benda tersebut.

c) Visum et Repertum untuk orang meninggal

Pada visum ini penyidik akan mengirim permohona tertulis kepada pihak
kedokteran forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi) pemeriksaan forensik

terhadap jenazah meliputi:
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1) Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak
keutuhan dari jaringan jenazah secara teliti dan sistematik.

2) Pemeriksaan bedah jenazah, yaitu pemeriksaan secara menyeluruh dengan

p-sebab, jenis luka
dan atau an mekanisme

kematian, d

dapat atau tidaknya dipidana seseorang maka lebih baik bila pembuat dari visum

ini adalah Dokter spesialis psikiatri yang bekerja dirumah sakit jiwa.

Mengenai keadaan tertentu dimana kesaksian seseorang amat diperlukan
sedangkan apabila dilihat kejiwaannya mengalami kekurangan maka kadang kala

hakm meminta evaluasi kejiwaan saksi tersebut dalam bentuk visum psikiatrik.
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3) Fungsi dan peranan Visum et Repertum

Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan

di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan.ahli dalam peradilan pidana

180, Pasa

Nomor 8

3 M

<

=
>

Pasal 184 ayat | menge

a) Keterangan saksi
b) Keterangan ahli
c) Surat

d) Petunjuk

e) Keterangan terdakwa
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Ketentuan pasal 186 keterangan ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan
disidang pengadilan™. Pasal 187 huruf c “surat keterangan dari seorang ahli yang

memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu

logis dari ke an yang ah dili nd s maka fungsi

Visum et Repe idal stem e | Inc a he ebagai instrument

Pada prakteknya yang dapat mengajukan permohonan visum atas seseorang
korban dari tindak pidana terhadap nyawa, dan kesehatan manusia adalah
penyidik ke Polisian sesuai dengan jurusidiknya masing-masing. Selain dari Polisi
penegak hukum lain seperti Jaksa mempunyai kewenangan untuk meminta Visum

et Repertum. Lain halnya Penasihat Hukum tersangka tidak diberi kewenangan
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untuk meminta Visum et Repertum kepada Dokter demikian pula tidak boleh
meminta salinan Visum et Repertum langsung dari Dokter. Tetapi Penasihat

hukum diperkanankan mengambil salinan Visum et Repertum melalui aparat

ang korban sebagai

“barang bukti ; ek i-hari; Ors de ika-luka akan dibawa

korbannya. Sepanjang keterlambatan ini beralasan dan dapat diterima maka hal ini
tidak boleh dianggap sebagai hambatan permbuatan Visum et Repertum. Hal ini

berkaitan dengan proses penegakan hukum di penyidikan.

Mengenai apakah Visum et Repertum merupakan sebuah kaharusan bagi

korban tindak pidana tidak berarti korban tersebut sebagai pasien. Untuk tidak
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dapat menolak suatu pemeriksaan. Keadaan ini berbeda dengan korban yang mati
yang tidak merangkap perannya sebagai pasien dengan segala haknya. Korban

hidup adalah juga pasien sehingga mempunyai hak untuk memporoleh informasi

adiri  (right to self

S ot
“l‘ e@ . an dan hak

KUHAP maka
pada staatblad
Tahun 193 et Repertum
adalah sua pah atau janji

empunyai daya

ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir ¢ yang
menyatakan bahwa : “ Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c,
dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah : c. Surat

keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian

mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
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Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari visum et revertum
yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal

KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan visum et revertum sebagai suatu

baar dan feit.
Menurut liteataur i i C ) S yaitu perbuatan
pidana, tindak pida vidana. D ni Penulis sepakat

bahwa feit diistil ¢ uta ( ) ah strafbaar feit yang

1) Tindak pidana dapat dikatakan berupa resmi dalam peraturan perundang-
udangan pidana di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-
undangan menggunakan istilah tindak pidana.

2) Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna

dalam bukunya asas-asas hukum pidana, H.J van Scharavendijk dalam
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buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam
bukunya Hukum Pidana.

3) Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu delictum juga

ng dimaksud dengan

\.ﬁ\\‘ 'Q 0.
z

4) 1atan pida ikena “[ ukum pidana

misalnya E.

5) Angoal 0. _ ; impai dalam buku pokok-

melanggar un tidak dengan
engaja oleh se ; s tindakannya dan
<=
yang oleh undan _suatu tindakan yang dapat
&

sebuah perilaku manusia yang pada suatu keadaan tertentu ditolak dalam suatu
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perbuatan ynaag ditiadakan oleh
hukum pidana dengan menggunakan sarana-saran yang bersifat memaksa.
Sedangkan menurut Pompe straafbaar feit dirumuskan sebagai suatu pelanggaran
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman
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terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding (verstoring der

rechtorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig

dilarang oleh.st atur 1 diserta (Sanksi) yang

~ 5

ﬁ} ang oleh suatu

berupa pi

aturan hu ' dan : m pidana. hwa larangannya itu
ditujukan ke

ditimbulkan ya itu ditujukan

i‘

&
Vard
‘..I berasal dari kata

<
(3 b 2 ’ b
aniaya” sedangka 3 _ben ang berasal dari kata
aniaya yang menunjukkar jek a el ganiayaan tersebut. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia satakan bahwa penganiayaan adalah

perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya)

Sedangkan Tirtamidjaja membuat pengertian ‘“penganiayaan” yaitu
“menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.
Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain,

tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk
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menambah keselamatan badan.” Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine)
mengartikan penganiayaan “setiap perbutan yang dilakukan dengan sengaja untuk

menimbulkan rasa sakit atua luka pada orang lain”.

Mengenai

tindak pid

6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu

sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.
b) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang
hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur
dalam Pasal 360 tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan

kualifikasi karenan kelalaiannya menyebabkan orang terluka.
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih substansial berikut diuraikan

dalam pas

1) Pengania liancam deng dana ma dua tahun

Dari rumusan tersebut diatas dapat dipahami bahwa rumusan tersebut tidak
membeirkan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudnya.
Ketentuan pasal 351 hanya merumuskan kualifikasi dan dan pidana yang
diancamkan. Tindak pidana dalam pasal 351 dikualifikasi sebagai penganiayaan.
Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atua doktrin, penganiayaan

diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan degan sengaja untuk menimbulkan

rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.(Adami Chazwi, 2010, hal. 10).
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b. Penganiayaan ringan

Mengenai tindak pidana penganiayaan ringan dirumuskan dalam pasal 352

KUHP. Berbeda halnya

ain, yang diberlakukan di

U]

dengan jenis penganiayaa

Ths
o
=
—_
[eN
o
=
o

W

encanakan

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

1)

2)

3)

Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya

Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena
menjalankan tugasnya yang sah.

Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau

kesehatan untuk dimakan atau diminum.
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c) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berkaiatan rumusan pasal 352 tersebut dapat disimpulkan bahwa

diwaspadai ke

orikan sebagai

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan
berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan
dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan

berencana jika memenuhi syarat-syarat.
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4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam
suasana batin yang tenang.

5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan harus

sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya misalnya menusuk seseorang
dengan pisau maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Mengenai luka berat

menurut pasal 90 KUHP maknanya sebagai berikut:

1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan

sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
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2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau
pencaharian;

3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dair pancaindera;

ada dalam

ayat 1 KUHP aan be An: pas HP. berkaitan

dengan penga aan rencana kedua be Ay diatas pada

e. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan

Cara Tertentu Memberatkan

Pada pengaturannya dalam KUHP tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan
pada pasal 351, 353, 354 dan Pasal 355 KUHP ancaman hukumannya dapat

ditambah sepertiga apabila:
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1) Terhadap kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya yang sah,
istrinya atau anaknya.

2) Terhadap kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau

pakan sebuah tindak pidana yang
memiliki unsur-unsur. Dalam hal menentukan bahwa seseorang melakukan tindak
pidana penganiayaan maka harus melihat unsur-unsur tersebut sehingga dengan
hal tersebut seseorang dapat diberi pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-
unsur dari tindak pidana penganiayaan berdasarkan pengaturan dalam KUHP

yaitu sebagai berikut:
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a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur yang berkaitan unsur subjektif

(kesalahan). Mengenain. unsur kesengajaan dalame hal ini diartikan dalam

Unsur perbuatan merupa objektif. Perbuatan yang dimaksud
adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota
tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang
dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk

memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
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c. Adanya akibat perbuatan

1) Membuat perasaan tidak enak

2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan

)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

at terjadinya

Kota administratif B

Kecamatan Mandau Ibu Kota Duri
Kecamatan Bukit Kapur

Kecamatan Rupat ibu kota Batu Panjang
Kecamatan Bungo ibu kota Bagan Siapi-api
Kecamatan Kubu ibu kota Teluk Merbau

Kecamatan Tanah Putih ibu kota Sedinginan
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Berdasarkan keputusan Presiden RI No 14 tanggal 23 Mei 2005 tentang

pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawn

maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai menjadi:

Pengadilan

kelasnya me

1)
2)

3)

4) Luhut Lumbantoruan, S

5) Amiruddin Zakaria, S.H (1998-2000)

6) Mulijanto, S.H (2000-2003)

7) N. Betty Aritonang, S.H (2003-2005)

8) Zulkarnain A. Rahman, S.H (2005-2008)
9) Ali Rustam, S.H (2006-2008)

10) Tamto, S.H.,M.H (2008-2012)
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11) Barita Saragih, S.H.,LLM (2012-2014)

12) H. Hermansyah, S.H.,M.H (2014-2015)

13) Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H (2015-2016)
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktia ] pe I 1 Proses Penyelesaian

Berawal pada pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.00
Wib di JI. Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan kota
Dumai tepatnya di rumah Saksi DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN
NDURU, terdakwa sudah berada dirumah Saksi DEDI , lalu sekira pukul
19.00 Wib terdakwa meminjam hp Saksi DEDI untuk menghubungi

“Istrinya yang dikerinci” kemudian Saksi DEDI pinjamkan hp miliknya
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tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi DEDI mengatakan
“paman saya mau pake Hp minta tolong hpnya saya mau pakai” kemudian

Saksi DEDI dimakinya terdakwa “dasar anak durhaka, pelit” kemudian

a parang, dan

terdakwa dan

ELE Y

g ) dan Saksi

dakwa dengan

VARG

a‘ gi rumah dan

kemudian setelah parang tersebut mengenai Saksi DEDI kemudian Saksi
DEDI langsung memegang gagang parang tersebut dan tangan kiri
memegang badan parang yang mana Saksi DEDI dan terdakwa tarik-
tarikan sehingga parit jari Saksi DEDI sobek kemudian Saksi DEDI
berteriak meminta tolong kemudian Sdri BUK WITA dan Saksi IMAN

AGUS menolong Saksi DEDI dengan memegangi terdakwa, lalu parang
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yang dipegang Saksi DEDI amankan, Atas kejadian tersebut Saksi DEDI
JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU, melaporkan ke Polsek Dumai

Barat.

- Pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm

- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang
sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.
- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm
1. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang

berdasarkan suart permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh dua
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tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut
mata kanan bagian luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang

sudah dijahit pada sudut bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet

disertai n ‘ han pada pung “ gian atas, luka lecet
“‘\ ag luka lecet

yan, tampak

Kedua:
Bahwa BAPAK DIVAN BIN
MAERANIBELA LAIA pada al 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00

Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau
setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan soekarno
Hatta Rt.006 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan kota Dumai
tepatnya didepan Rumah DEDI JAYA ALS DEDI BIN ARMAN NDURU atau

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Dumai
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berwenang mengadili perkara ini penganiayaan , yang dilakukan oleh terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada_pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.00

menasehati

- Kemudian Saksi DEDI Sdri. BUK WITA ( Ibu Kandung ) dan Saksi
IMAN AGUS NDURU ( Saudara kandung ) dikejar terdakwa dengan
menggunakan parang, terdakwa FEREDI mengelilingi rumah dan
memegang parang kemudian Saksi DEDI melalui jendela samping

sebelah kiri dan Saksi DEDI lompat tiba terdakwa langsung parang yang
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dipegangnya arahkan kewajah Saksi DEDI sehingga ujung parang yang

dipegangnya tersebut menegenai wajah Saksi DEDI disebelah kanan

kemudian setelah parang tersebut mengenai Saksi DEDI kemudian Saksi

- Pada pipi kanan luka lecet ukuran 7x0,2 cm.

- Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan
ukuran 4 cm

- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan
ukuran 3 cm.

- Pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm
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- Pada sela jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri luka robek yang

sudah dijahit sebanyak 3 jahitan ukuran 4 cm.

- Pada jari telunjuk tangan kiri terdapat benjolan ukuran 0,8 cm

punggung Kiri bs A Iecet disertai 1 an pada punggung
kiri bagian at : ; Al ‘_ erah rusuk kiri
bagian dep . bek yang sudah dijahit pada bagian scla jari telunjuk
dan ibu jari
bagian kiri akibat 'k : set enimbukan penyakit

atau halangan

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang
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Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et

repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA

Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan dari sudut mata kanan bagian
luar kerah sudut bibir kanan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada sudut
bibir ujung kanan hingga ke dagu, luka lecet disertai memar kemerahan pada
punggung kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada punggung
kiri bagian atas, luka lecet disertai memar kemerahan pada daerah rusuk kiri

bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk
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dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan
bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbukan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian:

DIVAN Bin
tindak pidana

) KUH Pidana

Dirampas untuk musnahkan.

4. Menghukum terdakwa FEREDILATI LAIA Als BPAK DIVAN Bin
MAERANIBE LAIA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).

4. Fakta-Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 18.30 WIB

andphone tersebut. Kemudian Sdr.
DEDI memberikan handphone tersebut dan terdakwa menelpon istri
terdakwa di dalam rumah Sdr. DEDI. Tak lama kemudian Sdr. DEDI
datang dan meminta handphone miliknya tersebut dengan mengatakan
“udahlah om saya mau pakai juga HP tu.” Kemudian terdakwa menjawab
“belum selesai.” Kemudian Sdr. DEDI mengatakan dengan nada tinggi

“aku butuh juga HP tu aku mau pakai.”

55



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Bahwa terdakwa memberikan HP tersebut kepada Sdr. DEDI dan Dedi
Jaya berkata dengan nada tinggi “dah susah kau sekarang baru kau ngeluh

sama aku.” Kemudian terdakwa menjawab “siapa yang ngeluh, aku kan

mmg melayangkan

karena ditahan

tetapi terdakwa tidak menghiraukan nasihat tersebut, Ibu dan adik saksi
Korban juga berusaha ikut melerai tetapi oleh terdakwa mereka dikejar
dengan mengayunkan parang sehingga mereka berlarian ke seberang jalan,
selanjutnya terdakwa mengelilingi rumah.

dengan membawa parang mencari saksi korban Dedi Jaya karena tidak

bertemu, terdakwa bersembunyi di semak-semak.
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Bahwa saat itu saksi korban Dedi Jaya tidak melihat terdakwa lagi

sehingga saksi korban Dedi Jaya keluar rumah melalui jendela samping

sebelah kiri, tiba-tiba terdakwa datang dan mengayunkan parang tersebut

Bin ARMAN NDURU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara
Tk.IV Dumai dan ditanda tangani oleh dr. Carolina yang menerangkan
sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan :

Pada pipi kanan luka lecet ukuran 7x0,2 cm.

Pada pipi kanan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 5 jahitan ukuran

4 cm.
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- Pada punggung kiri atas luka lecet disertai memar kemerahan ukuran 3
cm.

- Pada rusuk kiri bagian depan luka lecet kemerahan ukuran 4x2 cm.

berdasarkan

y tahun. Pada

‘** a jari telunjuk tangan

N

bagian kiri akibat kekers . Q i 1dak menimbukan penyakit

a®

atau halangan untuk menjalank abatan atau pencaharian.

e Bahwa antara terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah saling
memaafkan dan telah membuat surat perdamaian tanggal 27 Oktober
2020.

5. Pertimbangan Hukum
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang “ adalah setiap
subyek hukum perseorangan maupun Badan Hukum penyandang hak dan

kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas terdakwa

dengan identitas terdakwa di dakwaan ternyata terdapat persesuaian dan tidak ada
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satupun yang disangkal. Sehingga terdakwa FEREDILATI LAIA Als BAPAK
DIVAN BIN MAERANIBELA LAIA-lah yang benar-benar didakwa oleh

Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan subyek

tentang a
diartikan sebagz : nga y im n-rasa tidak enak,
rasa sakit ata

sebagai me

Men

dihubungk:

abeal®

5

Bin Arman 1 orban Dedi Jaya

an ke arah bahu

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28
Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEDI yang tak
jauh dari rumah terdakwa, kemudian setelah sampai dirumahnya, terdakwa
meminjam handphone milik Sdr. DEDI untuk menelpon istri terdakwa dan
terdakwa yang mengisikan pulsa handphone tersebut. Kemudian Sdr. DEDI

memberikan handphone tersebut dan terdakwa menelpon istri terdakwa di dalam
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rumah Sdr. DEDI. Tak lama kemudian Sdr. DEDI datang dan meminta handphone
miliknya tersebut dengan mengatakan “udahlah om saya mau pakai juga HP tu.”

Kemudian terdakwa menjawab “belum selesai.” Kemudian Sdr. DEDI

DEDI mengata ah ka nang ¢ ya, ka geluh.” Karena

terdakwa merasa ‘dengan perka Iutersebut terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa melihat Sdr. DEDI sedang berdiri di depan
teras rumahnya, terdakwa langsung mengejar Sdr. DEDI tetapi sempat dihadang
dan dilarang oleh saksi Ester dan diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan
karena saksi korban dedi Jaya adalah keponakannya sendiri, tetapi terdakwa tidak

menghiraukan nasihat tersebut, Ibu dan adik saksi Korban juga berusaha ikut

melerai tetapi oleh terdakwa mereka dikejar dengan mengayunkan parang
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sehingga mereka berlarian ke seberang jalan, selanjutnya terdakwa mengelilingi

rumah dengan membawa parang mencari saksi korban Dedi Jaya karena tidak

bertemu, terdakwa bersembunyi di semak-semak.
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selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami
luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/03/VII/2020/RSB
tanggal 29 Juli 2020 An. DEDI JAYA Als DEDI Bin ARMAN NDURU yang
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Dumai dan ditanda tangani

oleh dr. Carolina yang menerangkan sebagai berikut:
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Hasil Pemeriksaan pada Korban ditemukan:

Pada pipi kanan luka lecet7x0,2 cm

Pada pipi kananduka robek yang sudah dijahitsebanyak 5 jahitan ukuran 4

bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk
dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan

bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbukan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
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dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut

umum,;

penang n da sa : o penahanan

tersebut h

di persidangan
gunakan untuk

melakukan keja i ipe : tuk mengulangi

perlu dipertimbangkan t h dahu adaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketentraman dan meresahkan

masyarakat;
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Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa belumypernah dihukum;

2.,

bersalah melakukan tindak pi

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEREDILATI LAIA Als. BAPAK
DIVAN Bin MAERANIBELA LAIA oleh kerenanya dengan pidana
penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
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5. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang

Dirampas dan dimusnahkan

Analisis |

Da

naVEY)

RALND

pertimban
dakwaanya

prosesnya |

perbuatan

dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bukti yang
diajukan oleh Jaksa penuntut umum untuk meyakinkan Hakim bahwa benar telah
terjadi sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bukti surat
dengan judul Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh seorang ahli kesehatan
berdasarkan keahlian yang dimiliknya. Adapun isi atau kesimpulan dalam Visum

Et Repertum tersebut yaitu sebagai berikut:
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Hasil Pemeriksaan pada Korban ditemukan:

Pada pipi kanan luka lecet7x0,2 cm

Pada pipi kananduka robek yang sudah dijahitsebanyak 5 jahitan ukuran 4

bagian depan, tampak luka robek yang sudah dijahit pada bagian sela jari telunjuk
dan ibu jari tangan bagian kiri, dan terdapat benjolan pada jari telunjuk tangan

bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbukan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menurut KUHAP senidiri dalam hal untuk menjadikan seseorang sebagai

tersangka atau terdakwa maka dasarnya adalah harus minimal 2 bukti yang
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menunjukkan bahwa seseorang tersebut benar melakukan tindak pidana. Hal ini

juga senada dengan pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan pembuktian

merupakan upaya untuk membuat terang menderangnya sebuah tindak pidana.

yang kemud

Merujuk pada atu JHAP erim dudukan sebagai

berikut:
a) Alat bukti sus 187 huruf ¢ KUHAP)
b) Keterangan ahli g RI tanggal 15 November

1969, Nomor K/Kr/1969).

Perlu Penulis pertegas terkait visum et repertum tidak hanya dipergunakan
dan dibutuhkan dalam tindak pidana tertentu seperti penganiayaan, pembunuhan,

kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan dan lain-lain).

Mengacu pada penjelasan awal yang menyebutkan bahwa Visum et

Repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan ketika
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melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan atau dengan
kata lain Visum et Repertum merupakan sebuah kesaksian tertulis dalam proses

peradilan. Apabila dianalisa mengenai pengertian tersebut maka dapat dipahami

jelas digunaka cepet abir serta untuk
membuktika akah b : : jadi se t adap seseorang.

Adapun be

mengenai jam, tanggal dan te
b) Pernyataan dokter dan identitas dokter.
c) Identitas peminta visum.

d) Identitas pemohon visum

e) Identitas korban

f) Identitas tempat perkara
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3. Pemberitaan  bagian ini berjudul ‘“hasil pemeriksaan” berisi semua
keterangan pemeriksaan berupa :

a) Apa yang dilihat, yang ditemukan sepanjang pengetahuan kedokteran

apa yang

\ S )

1enulis ciri-ciri,

apat pemeriksa

\‘é\iﬁ\‘a\"

g
~i
:
=
|
=

edis. Terdiri dari:

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DN disay yepepe g vowmyjoq
S
A

. Penutup. Landasannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan Lembaran
Negara No 350 Tahun 1937 serta sumpah jabatan/dokter yang berisi
kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam

VeR tersebut. Setelah penutup/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama

dokter serta cap instansi dimana dokter tersebut bekerja/bertugas.
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Pada perkara yang diteliti oleh penulis dengan Nomor 384/Pid.Sus/2020
PN Dumai pada proses hukumnya dikuatkan dengan alat bukti Visum et R

epertum yang pada intinya menguraikan penjelasan tindak pidana yang dialami

Berdasarkan hasil wawa

Dumai atas nama Ibu Siti Hadijah Susiliawati Tarigan, S.H.,M.H menjelaskan
bahwa pada dasarnya Visum et Repertum adalah sebuah bukti surat yang
dikeluarkan oleh seorang dokter yang telah memiliki keahlian sekaligus legalitas
baik dokter forensik maupun dokter umum yang mana dalam surat tersebut
berisikan mengenai hal-hal yang ditemukan dan apa yang dilihat dari tubuh

seorang korban tindak pidana.
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Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa peranan dari Visum et Repertum

dalam membuktikan apakah benar telah terjadi sebuah tindak pidana sangatlah

membantu. Karena dari hasil diagnosa dokter tersebut dapat dilihat bentuk-bentuk

sembarang

kesehatan. ] S3 1 pembuatan visum

sebuah surat yang digu ‘*.I*f

juga menjelaskan karer . m -‘ Jatar idak sembarangan instansi
| |\ .
ataupun profesi maka Visum ‘e merupakan keterangah ahli yang

dituangkan dalam bentuk surat. Keterangan ini dibuat berdasarkan analisa dan

pemeriksaan medis.

Pada penuturannya Narasumber juga mengungkapkan bahwa dengan adanya
Visum et Repertum seorang jaksa penuntut dapat dengan mudah menentukan pasal

mana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana. Artinya ini
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merupakan satu upaya untuk mempercepat penanganan sebuah perkara terhadap

sebuah korban tindak pidana. Narasumber juga mengungkapkan bahwa ada

beberapa hal kendala yang masih belum dipahami oleh masyarakat terhadap visum

tindak pidana

Pada prakte

0 i ‘ 1 kepada aparat penegak hukum dan
| L\ N o

selanjutnya aparat penegak : enyurati instansi kesehatan untuk
melakukan pemeriksaan serta mengluarkan Visum et Repertum agar keabsahan

dan keobjektifan dari surat tersebut tidak diragukan lagi. (Siti Hadijah Susilawati

Tarigan, S.H.,M.H, 2022)

B. Hambatan dan Kendala Dalam Pembuktian Visum et Repertum

(Studi Kasus Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN Dum)
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Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu halangan,

rintangan. Secara singkatnya hambatan merupakan penghalang untuk mencapai

sesuatu hal. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum

U

prakteknya

hambatan t

dengan cara menyurati instansi kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap
korban tindak pidana. Berikut Penulis menguraikan tata cara permintaan Visum et

Repertum yaitu:

a) Permintaan harus diajukan secara tertulis, dan tidak dibenarkan

mengajukan permintaan secara lisan melalui telpon atau melalui pos.
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b) Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh Penyidik, Jaksa, Hakim

bersama-sama korban buktinya ke Rumah Sakit, Puskesmas atau ke

Dokter secara langsung.

d)

an lain

Hakim harus

Kendala ataupun yang dimaksud yaitu sebagai berikut: (Siti Hadijah Susiliawati

Tarigan, S.H.,M.H & Dr. Carolina Sp. F, 2022)

1) Permohonan visum terlambat

Pada dasarnya seorang dokter baru dapat memberikan atau mengeluarakan

Visum et Repertum setelah adanya permohonan dari aparat penegak hukum yaitu
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Penyidik, Jaksa, dan Hakim. Sebelum adanya permohonan maka dokter tidak
akan memberikan Visum et Repertum. Pada prakteknya dalam masyarakat

dimohonkan atas dasar inisiatif korban sendiri yang kemudin hasil tersebut akan

\
l_.
)
2.
o
1)
2.
w2
a
g
o

keterlamba

' % Yoh )
g
8
(¢}
=
5

t A L AL E)

permohona

2) Tena

Tenag

diagnosa te

prosedur Kedokteran. Dokter Forensik merupakan bagian dokter dari spesialisasi

kedokteran yang berfokus pada diagnosis dan tidak melakukan bedah.

Mengenai keterbatasan tersebut para penegak hukum terkadang meminta
permohonan dari Dokter umum. Padahal sebenarnya yang lebih tepat adalah
Dokter forensik. Namun demikian dari Pendapat ahli Hukum Pidana Prof. Andi

Hamzah mengungkapkan walaupun dokter yang dimintai permohonan hanya
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Dokter umum tetap diperbolehkan satu catatan penting seorang Dokter umum
tersebut harus memiliki legalitas yang jelas serta memiliki reputasi yang bagus

serta memilili sertfikasi dan terdaftar (Memiliki STR dan SIP). Namun demikian

Dokter umum n ai as U kan bukti yang

berkaitan d. nuha S elik : oleh undang-
undang. Sehingg £ II - um et ‘ sangat penting
dalam pem ingga b i akan menjad ang sah. Mengenai

tindak pidana da : : ' i Dengan adanya
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LAy

seorang dokter
dan ditemukan

ntelektual yang

MRALAAN

1. Selanjutnya Visum et 1dak sekedar bukti surat melainkan
sudah menjadi keterangan ahli karena visum dibuat oleh dokter yang
sudah punya keahlian serta memiliki legalitas yang sah.

Visum et Repertum pada dasarnya dimohonkan oleh aparat penegak
hukum yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim. Permohonan ini selanjutnya
diajukan kepada instansi kesehatan atau kepada Dokter yang memiliki

keahlian dan legalitas. Permohonan tersebut diajukan dalam bentuk surat
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permohonan. Kendati demikian pada prakteknya masih banyak kendala-
kendala yang dialami dalam mengajukan permohonan visum. Kendala

tersebut yaitu terkadang permohonan Visum et Repertum terlambat

DI disay yepepe fur udwnyo(
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sampai setiap daerah memiliki tenaga Dokter Forensik sehingga hal ini
membuat aparat penegak hukum menjadi terbantu dalam menegakkan

hukum. Hal ini harus menjadi perhatian bersama terutama pemerintah

dalam memfasilitasi hal ini.
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